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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Keberadaan fatwa di tengah diperubahan zaman sekarang ini berbeda 

dengan fatwa yang ada pada masa-masa sebelumnya. Ruang lingkup 

fatwa di era modernisasi sekarang tidak hanya mencakup pada 

permasalahan ibadah, tetapi juga pada masalah sosial, politik, dan 

ekonomi. Namun kurangnya pemahaman para pemberi fatwa pada 

d{awa>bit{ fatwa dan maqas{i>d al-Shari>’ah. Menyebabkan fatwa tersebut 

keluar dari tujuan aslinya, yaitu mendatangkan sebuah maslahah dan 

menghidari mafsadah berubah menjadi sesuatu yang sangat 

menakutkan dan mengerikan. Vonis sesat, musyrik bahkan kafir 

sering sekali kita dengan dari mereka.  

2. Fatwa yang disampaikan oleh seorang mufti adalah fatwa telah melalu 

proses istimba>t{ dan analisis matang, berdasarkan konsep dan rumusan 

maqa>s{id a-Shari>’ah, dan pemahaman kepada fiqh al-wa>qi’ (kondisi 

kehidupan). Bersifat tawazun dan tawa>ssut (tengah-tengah) tidak 

terlalu keras dan lunak, bersifat taysi>r (memudahkan). Menghindari 

hal-hal yang mengarah pada pertumpahan darah, seperti vonis kafir, 

sesat, musyrik bahkan kafir, memberikan solusi dan jalan keluar pada 

mustafti, tidak bertentangan dengan dalil-dalil sya>ri’ dan ijma>’ 
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ulama’. Dan yang terahir fatwa tersebut sesuai dengan kondisi 

mustafti. 

3. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam berfatwa, baik fatwa 

yang disampaikan secara online, maupun yang dicetak dalam bentuk 

buku, maupun yang dicetak oleh media sosial seperti majalah atau 

koran. Adapun langkah kongkrit yang harus diambil oleh pemerintah 

adalah: 

a. Negara mendirikan sekolah fatwa bagi para akademisi syari’ah 

seperti yang dilakukan oleh Da>r al-Ifta’> di Mesir. Hal ini untuk 

menyiapkan para calon-calon mufti, atau konsultan hukum.  

b. Membuat standar  dan d{awa>bit{ yang harus diketahui oleh mufti, 

d{awa>bit{ ini diberlakukan kepada siapa saja yang akan berfatwa 

secara online di televisi maupun di media lainnya.  

c. Memberikan undang-undang untuk para mufti yang memberikan 

fatwa secara sembarangan. Seperti denda atau ta’zi>r.  

d. Negara mendirikan lembaga fatwa yang dikelolah oleh 

management yang professional yang terdiri dari beberapa team 

ahli, seperti penerjemah, ahli IT. Lembaga ini disebarkan 

keseluruh wilayah Indonesia dengan satu management pusat 

yang kepala oleh Mufti tertinggi. 
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B.  Saran  

Setelah melalu proses panjang dalam tuisan singkat ini, penulis 

menyadari bahwa apa yang kami tulis sangat jauh dari kesempurnaan, 

kekurangan bahkan kesalahan kami sadari pasti ada dalam tulisan singkat 

kami ini, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami butuhkan kepada  

semua pihak dalam menyempurnakan tulisan singkat kami ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


